WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 48 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Wali Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2017 telah ditetapkan
Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa sehubungan beberapa pengaturan tentang Tata Cara

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan dan
penambahan serta penyempurnaan substansi sehingga
perlu Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Cirebon
Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Wali Kota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara = Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5430);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5202);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008
tentang Hibah Daerah;



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

-4 -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2072);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2011
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 54 Seri E);
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2009 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Cirebon Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri
A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri
D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016
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Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 70);

25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);

26. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Cirebon (Berita Daerah
Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 22);

27. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah
Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 41);

28. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 42)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Cirebon Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor
42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016
Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali

Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
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Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 12), diubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (6) dihapus sehingga Pasal 9

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 9

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit dilengkapi dokumen :

a. proposal, yang paling sedikit memuat :

1. latar belakang;

2. maksud dan tujuan;

3. rincian rencana kegiatan; dan

4. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan Hibah.

b. surat pernyataan tanggung jawab permohonan
hibah; dan

c. surat pernyataan kesediaan menyediakan dana
pendamping, apabila diperlukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dalam hal permohonan diajukan oleh masyarakat,

selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

wajib diketahui oleh RW setempat dan melampirkan

persyaratan administrasi yang meliputi :

a. salinan/photo copy KTP/Kartu Keluarga yang masih
berlaku  atas nama ketua dan sekretaris atau
sebutan lain; dan

b. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama
lembaga dan/atau pengurus.

Dalam hal permohonan diajukan oleh Pemerintah Pusat,

Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan

Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga serta

organisasi kemasyarakatan selain dilengkapi dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
melampirkan persyaratan administrasi dan untuk
tujuan penggunaan bangunan/fisik dilengkapi dengan

persyaratan teknis.
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Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), meliputi :

a. Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau
dokumen lain yang dipersamakan;

b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah;

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. surat keterangan domisili lembaga dari Kelurahan
setempat;

e. izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi
yang berwenang;

f. bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga
yang kantornya menyewa;

g. salinan/photo copy KTP yang masih berlaku atas
nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan

h. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama
lembaga dan/atau pengurus.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau

dokumen lain yang sejenis.

Dihapus.

Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 4 (empat) ayat baru yakni

ayat (14), ayat (15), ayat (16) dan ayat (17) sehingga Pasal 11

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Bagian Keempat
Evaluasi Permohonan Hibah
Pasal 11

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (8) menetapkan tim evaluasi untuk melakukan
survey calon penerima, evaluasi keabsahan dan
kelengkapan persyaratan permohonan hibah.

Pedoman survey calon penerima, evaluasi keabsahan
dan kelengkapan persyaratan permohonan hibah
ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi.

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluasi

disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.
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Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) melakukan koordinasi dan sinergitas atas
evaluasi hibah dengan Asisten Sekretaris Daerah yang
membidangi.

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil evaluasi
hibah berupa rekomendasi kepada Wali Kota melalui
Ketua TAPD.

Pemberian hibah sarana peribadatan direkomendasikan
dalam bentuk uang.

Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan
daerah.

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (8) menentukan dan menetapkan rekomendasi
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Rekomendasi yang telah sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah dituangkan dalam Daftar Nominatif
Calon Penerima Hibah (DNC-PH).

Ketua TAPD menyampaikan hasil pertimbangan disertai
DNC-PH kepada Wali Kota.

Wali Kota menetapkan persetujuan atau penolakan
DNC-PH berdasarkan hasil evaluasi Perangkat Daerah
dan pertimbangan TAPD.

Persetujuan terhadap DNC-PH dituangkan dalam
bentuk Keputusan Wali Kota dan menjadi dasar
pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan
KUA dan PPAS.

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran
hibah tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota
tentang Penjabaran APBD.

Apabila belanja hibah bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
(APBD) Provinsi yang alokasinya diterima setelah
kesepakatan KUA/KUPA dan PPAS, maka Perangkat
Daerah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan menyampaikan hasil evaluasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
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(15) Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah dituangkan
dalam Lampiran III Penjabaran APBD dan/atau
Penjabaran Perubahan APBD.

(16) Apabila belanja hibah bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
(APBD) Provinsi yang alokasinya diterima setelah
Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, maka harus
menyesuaikan alokasi belanja hibah dimaksud dengan
terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Wali
Kota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya
ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan
APBD

(17) Mekanisme evaluasi mengacu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (5).

3. Ketentuan Pasal 41 ditambahkan 4 (empat) ayat baru yakni
ayat (13) ayat (14), ayat (15) dan ayat (16) sehingga Pasal 41
berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Evaluasi Permohonan Bantuan Sosial
Pasal 41

(1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 ayat (5) menetapkan Tim evaluasi untuk melakukan
survey calon penerima, evaluasi keabsahan dan
kelengkapan persyaratan permohonan bantuan sosial.

(2) Pedoman survey calon penerima, evaluasi keabsahan
dan kelengkapan persyaratan permohonan bantuan
sosial ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi.

(3) Hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluasi
disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

(4) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) melakukan koordinasi dan sinergitas atas
evaluasi bantuan sosial dengan Asisten Sekretaris
Daerah yang membidangi.

(5) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil evaluasi
bantuan sosial berupa rekomendasi kepada Wali Kota

melalui Ketua TAPD.
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Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas
rekomendasi sebagaimana  dimaksud pada ayat (4)
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan
daerah.

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 ayat (8) menentukan dan menetapkan rekomendasi
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Rekomendasi yang telah sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah dituangkan dalam Daftar Nominatif
Calon Penerima Bantuan Sosial (DNC-PBS).

Ketua TAPD menyampaikan hasil pertimbangan disertai
DNC-PBS kepada Wali Kota.

Wali Kota menetapkan persetujuan atau penolakan
DNC-PBS berdasarkan hasil evaluasi Perangkat Daerah
dan pertimbangan TAPD.

Persetujuan terhadap DNC-PBS dituangkan dalam
bentuk Keputusan Wali Kota dan menjadi dasar
pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam
rancangan KUA dan PPAS.

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran
bantuan sosial tercantum dalam Lampiran IV Peraturan
Wali Kota tentang Penjabaran APBD.

Apabila belanja Bantuan Sosial bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi (APBD) Provinsi yang alokasinya diterima
setelah kesepakatan KUA/KUPA dan PPAS, maka
Perangkat Daerah melakukan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasil
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial
dituangkan dalam Lampiran IV Penjabaran APBD dan
/atau Penjabaran Perubahan APBD.

Apabila belanja bantuan sosial bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
(APBD) Provinsi yang alokasinya diterima setelah
Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, maka harus

menyesuaikan alokasi belanja bantuan sosial dimaksud
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dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan
Wali Kota Cirebon tentang Penjabaran APBD untuk
selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang
perubahan APBD.
(16) Mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(15) mengacu pada ayat (1) dan ayat (5).
4. Ketentuan dalam Lampiran yakni Format-A.4, Format-B.4 dan
Format-B.5 diubah sehingga Lampiran Format-A.4, Format-
B.4 dan Format-B.5 berbunyi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 11 Desember 2017

WALI KOTA CIREBON,
ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 13 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,
ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
~— KEPALA BAGIAN HUKUM
/ “ DAN-HAK ASASI MANB&A,

“ICHANVDR'AIB MA PRAMANA, SH., MM.
4 ~; Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19621001 199703 1 003
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LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA
CIREBON NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

FORMAT -A.4
KOP SURAT TAPD

Cirebon, ................e. 20

Kepada
Nomor Yth. Wali Kota Cirebon
Sifat : di
Lampiran : 1 (satu) berkas CIREBON
Hal : Hasil Pertimbangan Permohonan

Hibah APBD TA 20XX

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta
memperhatikan hasil evaluasi permohonan hibah dari Perangkat
Daerah yang membidangi, kami telah melakukan penelaahan
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan
mempertimbangkan prioritas pemenuhan belanja urusan wajib yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelahaan tersebut, kami melaporkan bahwa
yang telah melakukan evaluasi permohonan Hibah sebanyak ..........
Perangkat Daerah, dengan jumlah permohonan sebanyak ............

proposal senilai Rp. ............. dan berdasarkan hasil penelahaan kami
dapat dipertimbangkan untuk disetujui sebanyak ........... proposal
senilai Rp.............. terdiri dari:

Nama Jumlah Nilai (Rp)
No Perangkat

Daerah Uang | Barang/Jasa Uang Barang/Jasa
1.
2.
dst

Jumlah

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan Daftar Nominatif
Calon Penerima Hibah.

Demikian, atas perkenan dan persetujuannya disampaikan terima
kasih.

KETUA TAPD,

Nama jelas
pimpinan/ditandatangani/dicap
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FORMAT-B.4
KOP SURAT TAPD
Cirebon, .........cccevevene. 20.....
Kepada
Nomor Yth. Wali Kota Cirebon
Sifat : di
Lampiran : 1 (satu) berkas CIREBON
Hal : Hasil Pertimbangan Permohonan

Bantuan Sosial APBD TA 20XX

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta
memperhatikan hasil evaluasi permohonan Bantuan Sosial dari
Perangkat Daerah yang membidangi, kami telah melakukan penelaahan
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan
mempertimbangkan prioritas pemenuhan belanja urusan wajib yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelahaan tersebut, kami melaporkan bahwa
yang telah melakukan evaluasi permohonan Bantuan Sosial sebanyak
............ Perangkat Daerah, dengan jumlah permohonan sebanyak

.......... proposal senalai Rp. ............ dan berdasarkan hasil penelahaan
kami dapat dipertimbangkan untuk disetujui sebanyak .......... proposal
senilai Rp. ............. yang terdiri dari:

Nama Jumlah Nilai (Rp)
No | Perangkat

Daerah Uang | Barang/Jasa Uang Barang/Jasa
1.
2.
dst

Jumlah

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan Daftar Nominatif
Calon Penerima Bantuan Sosial.

Demikian, atas perkenan dan persetujuannya disampaikan terima
kasih.

KETUA TAPD,

Nama jelas
pimpinan/ditandatangani/dicap
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FORMAT-B.5

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL (DNC-PBS) PERTIMBANGAN TAPD TAHUN ANGGARAN 20XX

Jenis Belanja Bantuan Sosial

: Uang/Barang ¥)

Nama Lengkap Calon

Alamat Lengkap

Rencana Penggunaan

Besaran Bantuan Sosial (Rp.)

Penerima Permohonan Hasil Evaluasi SKPD Pertimbangan TAPD

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.
dst

Jumlah
Cirebon, ................. 20XX
KETUA TAPD,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
_Pentbina Tingkat I (IV/b)
NIP 19621001 199703 1 003

DAN\H A

*) coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya

wWKEPALA BAGIAN HUKUM

MANUSIAS

nama jelas pimpinan/ditandatangani/dicap

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS




